
  

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor :  2                        Tahun : 2012                               Seri : E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR  2  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN  

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa  agar penyelenggaraan angkutan orang di 

jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat 

berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, 

tertib dan teratur, nyaman serta efisien, mampu 

memadukan moda transportasi lainnya, 

menjangkau seluruh wilayah daratan, untuk 

menunjang pemerataan, pertumbuhan dan 

stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan 

penunjang pembangunan nasional dengan biaya 

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat,  perlu 

diatur penyelenggaraannya; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari 

hal pembentukan daerah-daerah  Kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950        

Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan            (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3527); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 

tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3529); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 

tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3530); 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 

Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor 

Umum; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 Nomor 07 Seri E); 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI 

JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR 

UMUM. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 
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3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang perhubungan. 

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 

tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang 

Lalu Lintas Jalan. 

7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan 

jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 

tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

8. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani 

jaringan perdesaan, jaringan kota, luar jaringan perdesaan dan 

angkutan perbatasan. 

9. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi 

satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang; 

10. Trayek perkotaan, yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan 

menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang 

terikat dalam trayek. 

11. Trayek perdesaan yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain 

dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek 

kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan 

mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum. 

12. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi 

kendaraan yang bersangkutan yang berfungsi untuk pengawasan 

dan pengendalian di jalan. 

13. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan 

Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan 

kendaraannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki. 
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14. Surat Dispensasi Angkutan adalah surat yang diberikan oleh Kepala 

Dinas kepada pemilik kendaraan angkutan barang sebagai izin 

sementara untuk dipergunakan mengangkut penumpang umum 

pada jalur perintis. 

15. Izin Operasi Angkutan adalah izin untuk mengangkut orang dengan 

kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. 

16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk 

Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) 

kilogram. 

17. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk 

angkutan barang. 

18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di 

atas rel. 

20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 

bayaran. 

21. Kendaraan Khusus  adalah kendaraan bermotor yang dirancang 

khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara      

lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan 

bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti 

bulldozer, traktor, mesin gilas (stoom waltz), forklift, loarder, 

excavator, dan kendaraan khusus penyandang cacat. 

22.  Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat 

lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. 

23. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat 

lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek 

kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan 

mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum 

yang terikat dalam trayek. 
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24. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil 

penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan 

argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah 

operasi terbatas. 

25. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 

28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk 

normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 

kendaraan lebih dari 9 meter. 

26. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28  

dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk 

tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 

sampai dengan 9 meter. 

27. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16  

dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk 

tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4  sampai 

dengan 6,5 meter, 

28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 

dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 

termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan mupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi. 

29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang 

menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum; 

30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang 

menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 

31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain 

Pengemudi dan awak Kendaraan;  

32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 

di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 
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33. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan 

melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan 

pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta 

perpindahan moda angkutan. 

35. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum 

untuk menaikan dan menurunkan penumpang. 

36. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat 

kendaraan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan dan dapat 

berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang 

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. 

37. Agen adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat pemesanan 

dan/atau penjualan jasa angkutan umum. 

Bagian Kedua 

Maksud Dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah : 

a. untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan penumpang 

dengan kendaraan bermotor umum yang beroperasi didaerah 

sehingga tercapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan 

dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan 

transportasi jalan dengan kendaraan bermotor umum yang 

beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan 

penumpang umum; 
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b. untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang selamat, aman, 

cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan effisien mampu memadukan 

moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daratan 

Kabupaten Gunungkidul untuk  menunjang pemerataan, 

pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak 

pembangunan daerah dengan biaya terjangkau daya beli 

masyarakat. 

BAB II 

PENGUSAHAAN ANGKUTAN 

Bagian Kesatu 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

 Pasal 3 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri 

atas : 

a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan 

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam 

trayek; 

Pasal 4 

(1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum 

dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri 

dari : 

a. Angkutan Perkotaan;   

b. Angkutan Perdesaan. 

(2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum 

tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

terdiri dari : 

 a. Angkutan Taksi; 

 b. Angkutan Kawasan Tertentu. 
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Bagian Kedua 

Penyediaan Jasa Angkutan Umum 

Pasal 5 

Penyediaan jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Gunungkidul 

dilaksanakan oleh : 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 

c. Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

BAB  III 

JARINGAN TRAYEK, WILAYAH OPERASI, DAN CIRI-CIRI 

PELAYANAN 

Bagian Kesatu 

Jaringan Trayek 

Pasal 6 

(1) Bupati menetapkan jaringan trayek yang meliputi : 

a. Trayek Perkotaan; dan 

b. Trayek Perdesaan 

(2) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan : 

a. Tata ruang wilayah; 

b. Tingkat permintaan jasa angkutan; 

c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan; 

d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan; 

e. Kesesuaian dengan kelas jalan; 

f. Keterpaduan intramoda angkutan; dan 

g. Keterpaduan antarmoda angkutan.  

(3) Ketentuan mengenai penetapan jaringan trayek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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